
PERLINDUNGAN IIL]KUM TERHADAP NOTARIS SEBAGAI WP DALAM SELF
ASSESNIENT SYSTEM DIHTIBUNGKAN DENCAN PR{KTIK PEMERIKSAAN

NOTARIS OLEH KANTOR PAJAK

Oleh:
Zainal Muttaqin

Iiakultas Hukum Unpad

Disampaikan pada Diskusi Bulanan lkatan Alumni Notariat (lKA.NO) UNPAD.
Bandung, 19 Juni 2014



PERLINDUNGAN HUKUM TERIIADAP NOTARIS SEBAGAI WP DALAM SELF
ASSESMtrNT SYSTEM DIHUBUNCKAN DENGAN PRAKTIK PEMERIKSAAN

NOTARIS OLEH KANTOR PAJAK.

Olch : Zainal Muttaqin *)

Pemeriksaan dalam Sisle'I]. Se U Asse sme nl.

Sejak tahun l98j telah terjadi pergcscran paradignra pelalsanaan kervajiban perpajakan.

bersamaan dengan diterbitkan Ut-l Perpajakan baru )aitu LJL] No. 6 Tahun 1983-lentang

Ketentuan Umum dan Tata Cam Perpajakan (KUP). Llu No. 7 Tahun l98l 'l'enlang

Pajak Penghasilan (PPh) dan LJtJ No. 8 Tahun l98l lentang Pajak Pertambahan Nilai

Barang Dan Jasa dan Pajak I'enjulan Atas Barang NleNah (PPN dan PPn BM). Ketiga

Undang-t-lndang diatas diintrodusir dalam ranSka pembaruan sistem perpaiakan Iang

lebih dikenal dengan *f.rr R4oni tan9 bertujuan rncnin8katkan penerinraan negara

dari sektor pajak. mengingat padi saat itu penerimaan ncgara lebih didorninasi oleh

penerimaan nrinyak dan gas buoli (MIGAS). )ang dianggap sangat rawan. karena

merupakan sumber alam lang tak terbarukan (&rr roe*oble). Sasarannla adalah

terciplanla kemandirian bangsa lndonesia dalam rangka membia)ai pembangunan

nasional untuk mencapai kesejahlcraan seluruh raklat Indonesia.

Disamping luluan dan sasaran diatas. pembaharuan t-ltJ Porpajakan I983 dimaksudkan

juga untuk mendorong masyarakat aSar sadar dan jujur dalam melaksanakan hak dan

keNajiban pcrpajakann)a. sehingBa lang dipilih dalan UU Perpajakan adalah Sistem

SelfAssesorcnt. )aitu suatu sistem )ang menghitung. Dlcnctapkan dan men)etor sendiri

paiak )ang lcrulang. Dalam hal ini fiskus nelaksanakan iungsi pernbinaan.

penga\rasan/pemeriksaan dan pcnjatuhan sanksiadministrasi. Dengan demikian aktivitas

pelaksanafln kclvajiban perpajakan sepenuhnya beradt/dibcbankan kepada uajib pajak.

Jadi dalam Sistem Self Asscsmcnt. terjadi semacam p€n\'erahan kewenanSan secara

penuh kepada \!ajib pajak unluk melaksanakan kc\tajiban perpajakan berdasarkan

inisiatif dan kesdaran sendiri- Pcmberda)aan mas\arakal nlclalui sistem .V//.1.rrrrrrer,

perlu diikuli dengan tindakan pengawasan guna mcwujudkan tercapainya sasaran

kervaiiban pcrpajakanr.

Pemberian kepercalaan dan kewcnanSan kepada rvajib pajak ini. didasarkan pada suatu

pemikiran bah\ a han) a $ ajib paiaklah ) ang tahu mengenai objek dan jumlah pajak ) ang

teruatang )ang harus diba)ar. Bcrapa jumlah penghasilan lang diterima dalanr sualu
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